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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan urusan waijib
yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan wajib oleh Daerah merupakan perwujudan
otonomi yang bertanggungjawab, yang pada intinya merupakan
pengakuan/pemberian hak dan kewenangan Daerah dalam wujud tugas
dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan waijib daerah
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada warga Negara
perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional atas
keberhasilan pelaksanaan otonomi, walaupun pelaksanaan
operasionalnya diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat daerah
yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah
Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran
pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat
menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria,
serta pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat berjalan secara
optimal.

Untuk menyamakan pengaktualisasian urusan wajib bidang
kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.
65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, maka dalam rangka memberikan panduan untuk
menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada
masyarakat di Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 741/MENKES/PER/VI1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
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Agar Standar Pelayanan Minimal dimaksud dapat diselenggarakan
sesuai yang diharapkan, perlu disusun Petunjuk Teknis SPM Bidang
Kesehatan di Kabupaten/ Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan guna
memberikan panduan kepada daerah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan di Kabupaten/Kota.

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang
definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, rujukan (buku
pedoman, standar teknis), target nasional untuk tahun 2010 dan 2015,
cara perhitungan pancapaian kinerja/target/rumus satuan, pembilang dan
penyebut, rumus perhitungan, sumber data, langkah-langkah kegiatan
dan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk masing-masing Indikator
SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

C. PENGERTIAN
Umum :

1. Urusan Wajib

Yang dimaksud dengan Urusan Waijib adalah urusan yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang
penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan
nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban
umum dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan
dengan perjanjian dan konvensi internasional;

2. Urusan Pilihan
Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan adalah urusan yang secara
nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah;

3. Standar Pelayanan Minimal
Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara
minimal;

4. Indikator SPM
Yang dimaksud dengan Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;

5. Jenis Pelayanan
Yang dimaksud dengan Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik
yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang
layak dalam kehidupan.

6. Pelayanan Dasar
Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan
publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Khusus :

1. Pengertian
Dimaksudkan untuk menjelaskan istilah dalam indikator kinerja.

2. Definisi Operasional
Dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator kinerja.

3. Cara perhitungan / Rumus
Dimaksudkan untuk menyamakan cara perhitungan dalam
memperoleh capaian indikator kinerja selama periode kurun waktu
tertentu, dengan cara membagi pembilang dengan penyebut.

4. Pembilang

Adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus.
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10.

11.

12.

13.

Penyebut
Adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus.

. Ukuran

Adalah Formula yang dalam setiap indikator ditetapkan dalam bentuk
prosentase / %, dan atau berdasarkan proporsi terhadap penduduk.

Sumber Data

Adalah sumber bahan nyata /keterangan yang dapat dijadikan dasar
kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan. Data dimaksud
dikumpulkan dan dilaporkan melalui : Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas (SIMPUS); Sistem  Pelaporan Rumah  Sakit
(SPRS);SIMKA; SINAKES dIl.

Rujukan
Adalah standar teknis atau ketentuan lain sebagai bahan rujukan/
acuan teknis dalam menyelenggarakan indikator kinerja.

. Target 2010

Adalah besaran capaian indikator SPM yang diharapkan sampai
dengan Tahun 2010.

Target 2015
Adalah besaran yang harus dicapai sebagaimana ditentukan sampai
dengan tahun 2015

Langkah Kegiatan

Dimaksudkan menu/ butir-butir tahapan kegiatan yang bersifat
teknis, yang perlu dipilih untuk dilaksanakan agar dapat mencapai
target indikator SPM sesuai situasi dan kondisi dan kapasitas institusi
pelayanan setempat.

Kurun Waktu Tertentu
Adalah kurun / rentang waktu dalam pelaksanaan kegiatan vyaitu
dalam periode 1 (satu) tahun atau kurun waktu yang sama

Sumber Daya Manusia

Adalah tenaga kesehatan yang dibutuhkan secara hirarkhi, dimana
apabila tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kesehatan urutan pertama,
dapat dipenuhi oleh tenaga kesehatan berikutnya untuk mendukung
pelaksanaan target setiap indikator.
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D. LANDASAN HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara
Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003
tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator
Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007
tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota.
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BAB I
URUSAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. DESENTRALISASI BIDANG KESEHATAN

Dalam lampiran keputusan Menteri Kesehatan Nomor
004/MENKES/SK/I/2003 telah ditetapkan tujuan Desentralisasi di bidang
kesehatan adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang
kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan
cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah
untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional dalam mencapai
Indonesia Sehat 2010.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 8 (delapan)
kebijakan desentralisasi bidang kesehatan,yaitu :

1. Desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan didasarkan kepada
otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

3. Desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan utuh diletakkan di
Kabupaten dan Kota, sedangkan desentralisasi bidang kesehatan di
Propinsi bersifat terbatas.

4. Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan harus sesuai dengan
konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, Pemerintah pusat berkewajiban memfasilitasi
pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah dengan meningkatkan
kemampuan daerah dalam pengembangan sistem kesehatan dan
manajemen kesehatan.

6. Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan peran dan
fungsi badan legislatif daerah, baik dalam hal fungsi legislasi, fungsi
pengawasan, maupun fungsi anggaran.

7. Sebagai pelengkap desentralisasi bidang kesehatan, dilaksanakan pula
dekonsentrasi bidang kesehatan yang diletakkan di daerah propinsi
sebagai wilayah administrasi.

8. Untuk mendukung desentralisasi bidang kesehatan dimungkinkan pula
dilaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan, khususnya dalam
hal penanggulangan kejadian luar biasa, bencana, dan masalah-
masalah kegawatdaruratan kesehatan lainnya.
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B. URUSAN WAJIB DAN SPM

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Bahkan Untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang
kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan :
"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan umum yang layak” .

Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai
makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai sub
sistem negara kesatuan Republik Indonesia terhadap masyarakat, dan
Pemerintah Daerah dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan
politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara baik oleh
sistem dan perangkat pemerintahan daerah.

Untuk lebih menjamin penerapan hak-hak publik sebagaimana
tersebut di atas, di era otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal
11, 13 dan 14 telah menjadikan penanganan bidang kesehatan sebagai
urusan wajib/ tugas pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
Merujuk Pasal 11 ayat (4), maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang layak dalam batas pelayanan minimal adalah merupakan tanggung
jawab atau akuntabilitas yang harus diselenggarakan oleh daerah yang
berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara ringkas PP No. 65 Tahun 2005 memberikan rujukan bahwa
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan
ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik
dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-
prinsip SPM yaitu sederhana,konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau
dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian
yang dapat diselenggarakan secara bertahap.






